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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2012 
TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI 
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Presiden Nomor 114 Tahun 2012 tentang Tunjangan 
Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik 
Indonesia perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip 
Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip 
Nasional Republik Indonesia; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang  
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071);  
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Bagi Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5121); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4194); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 4890); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Road Map 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 
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11. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2012 tentang 
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip 
Nasional Republik Indonesia; 

12. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang 
Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah; 

13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah enam kali diubah 
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 
2005; 

14. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang 
Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik 
Indonesia;  

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 
2014; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi; 

17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana 
telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 
Tahun 2010; 

18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin di 
Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; 

19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 49 Tahun 2011 tentang Nilai Jabatan dan Kelas 
Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik 
Indonesia; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI 
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang 

selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai 
Negeri Sipil,  dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat 
yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan 
bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan ANRI. 

2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai 
sebagai upaya untuk peningkatan kinerja dalam melaksanakan 
reformasi birokrasi yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan 
Presiden Nomor 114 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja bagi 
Pegawai di Lingkungan ANRI. 

Pasal 2 
Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya. 

Pasal 3 
(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan. 
(2) Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan  jabatan dan kelas 

jabatan.  
(3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Kelas Jabatan. 
(4) Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
tentang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional 
Republik Indonesia. 

Pasal 4 
(1) Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan 

memperhitungkan ketaatan pada aturan disiplin pegawai. 
(2) Ketaatan pada aturan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang disiplin pegawai.   

Pasal 5 
(1) Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan 80% 

(delapan puluh perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja dari 
jabatan yang akan didudukinya sesuai dengan formasi yang 
ditetapkan pada saat perekrutan sampai dengan Calon Pegawai Negeri 
Sipil yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

(2) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan dari jabatannya karena 
melaksanakan tugas belajar, dibayarkan 80% (delapan puluh 
perseratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya. 
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(3) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan 
fungsional tertentu karena tidak dapat memenuhi angka kredit untuk 
kenaikan pangkatnya, dibayarkan secara proporsional sebesar 80% 
(delapan puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterima 
dalam jabatannya. 

(4) Tunjangan Kinerja Pegawai yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas 
(Plt) dalam suatu jabatan struktural, dibayarkan 80% (delapan puluh 
perseratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatan 
struktural. 

Pasal 6 
 

(1) Hari dan jam kerja di lingkungan ANRI diatur sebagai berikut: 

a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : pukul 08.00-16.30; 
Istirahat : pukul 12.00-13.00; 

b. Hari Jumat : pukul 08.00-17.00; 
c. Istirahat : pukul 11.30-13.00. 

(2) Pegawai yang menjalankan pendidikan dan pelatihan atau tugas 
belajar secara penuh yang dibebaskan dari jabatannya, maka hari dan 
jam kerja Pegawai tersebut menyesuaikan dengan hari dan jam belajar 
tempat melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan/atau tugas 
belajar. 

Pasal 7 

Pegawai dianggap melakukan pelanggaran disiplin tentang hari dan jam 
kerja apabila: 

a. terlambat masuk kerja; 
b. pulang sebelum waktunya; 

c. tidak masuk kerja; dan/atau 
d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja tanpa izin 

atau tanpa alasan yang sah. 
Pasal 8 

Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin tentang hari dan jam kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tunjangan Kinerja dibayarkan 
dengan dikurangi persentase tertentu sebagai berikut: 
a. Pegawai terlambat masuk kerja tanpa izin atau tanpa alasan yang sah 

tiap kali keterlambatan dikurangi dengan ketentuan: 
1) 1 menit sampai dengan 30 menit persentase potongan 0,5%; 

2) 31 menit sampai dengan 60 menit persentase potongan 1%; 
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